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MASALAH PENGENDALIAN "WIMBLEDON EFFECT'
DALAM DUNIA BISNIS INDONESIA: SUATU PERSPEKTIF
BISNIS INTERNASIONAL
.HAN *ili."rr.
TEDDY PAITITRA**
AB S T RAKS I z artikelinimenjelaskantenttngnuruulnya'WinblcdonEfecf'dalamdunid
bisnis Indorcsia yang sednng diltnna krisis. Efei ini nentpakan suotufercmuu dinarc semua pelnku/pemilik
bisnis ailahh piring*/iodan usaha wing Masalnhrryayaknibogoty* mengenilalikan eJek inikarena
meniliki inptikasi yang jauh duti^a bkni nasional maupun untuk bangm ilan negara. Dengan menaati
pada prinsip eleonotni puar, mrupun aturan main dariWTO, AFTA ilan kaepakntan deySary IMF maka
*rkinx*i pengendaiian dapatlfokuskan pada ekuitas dan manajemen, penghasilan dan kinerja, serta
padn produksi, fernsaran, pmiualan dan dktribu! Dmgan demikinn anfut dari efe! ini dapat dioptimalkan
irhiigo t rhiiAo, dori su)i "cwino-economy" dimana semua pemainbisnis (lndonaia) aban menderita
kekalahan.
PENDAHULUAN
Indonesia dengan kewajibari divestasi dalam suatu kurun waktu tertentu'
* Direnor tmatugeftEttt, innontbn E prduaiuity sinaTMa Ctutp-,4.gribusiruss 
Divkbn
** prolessoiof maigement at Prasetya Mulya Businas School,Jakarta
Krisis ekonomi Indonesia yang berlangsung sejak bulan Agustus L997 m.etupakan
krisis terburuk yeng pernah diaiaml dalamiejarah Indonesia dan terparah di kawasan
fuia.Keruntuhan .forro-i nasional terjadi ,ittt" cePat dan bersamaan dengan krisis
politik sehingga menimbulkan implikasi yang -1lgt memPeryarah lai-sis.ekonomi'Seluruh
Lpek kehidrfan sosial merasakan'aa-pat *gatifnya Seluruh ralryat Indonesia merxakan
t lia,rpr' mer"k" makin sulit dan t.t"t,ioga para pelaku bisnis serta perusahaan-
;;;;;i";" yang dikelola oleh mereka mengalami kemunduran 
yang fatal'Terutama
pelaku bisnis yang berkecimpung dalam bisnis substitusi impor yang berorientasi ke
dalam mata uang asing seperti aJar Amerika serta jenis-jenis perusahaan lainnya,tidak
1,n;r;*p ,r.rrik -""l"rr3,rrk"rr_usaha-usaha mereka karena telah bangftrut. Perusahaan-
;;;r*ff; yang berorieirtasi ekspor-pun mengalami kesulitan karena 
sebagian besar
'dari 
*erek" merirbutuhkan bahan t"ko i-por untuk pengolahur prodgk-grgduk elespor'
Krisis .t orro-ii,rstru muncul bertepatan dengn terjadinya globalisai dan liberlisasi
"n"""*il""i" 
y*g aisertai oleh integrasi ekonomi diberbagi kawasan seperti AFT'\
NAFTA dsb. EkonJmi nasional setiap-negara makin interpenden,sehingga batas-batas
nasional makin kabur. Bergantung ptit tahap intergrasi ekonomi,yang dimulai denpn
;;; il;*e bebas it"ro 
"*r 
un*g danjasabergerak makin bebas serta mobilitas
modal dan sumbe, d,^y^manusia makin iinggi-tanpa rintangan. Hal ini berarti bahwa
pasar,pelelarrgrrr,p.r.irrg dan pemasok Indonesia menjadi bag,^* dari dunia atau kawasan
'p.rari,."g"""sehingga 
Ulf.""i"gt r.g.tT unsur domestik Apalagrjauh sebelum timbulnya
krisis, pemerintad';;i;h -J"gi.i11k"n pemilikan asing bagl ry::':P?:l::1t.111i:
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Dengan demikian maka terbuka peluang bagi pengusaha sing untuk menjadi
Pemegang 100Yo atau majoritas dalam perusahaan-perusahaan Indonesia. Peluang itu
timbul karena perbagai sebab anteralain pelaku bisnis Indonesia tidak mampu menambah
modal, membayar utang dari saham kepada pemilik asing, disita oleh kreditur asing,
dimungkinkan oleh peraturan pemerintah, dan la in- la in sebagainya.
Timbul suatu efek yang disebut "Winbledon Efect" (WE) yakni dampak dari
percaturan bisnis semua pelakry'pemilik bisnis adalah perorangan/badan usaha asing.
Suatu analogi dari pertandingan tenis di Wimbledon di mana semua pemain adalah oreng
asing yang bukan warga negara Ingris. 'V{E' menjurus pada penguasaan asing (perorangan
dan atau badan usaha) dari perusahaan Indonesia merupakan suatu kejadian yang tidak
dapat dihindarkan. Masalahnya yakni apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan
35VlE' tersebut karena memiliki implikasi yangjauh untuk dunia bisnis nasional maupun
untukbangsa dan negara. Inilah menjadi pokokpaparan artikel ini. Untukmengendalikan
"\W4E" diperlukan kebijaksanaan yang efektif dari pemerintah dan pengusaha Indonesia.
DAMPAK KRISIS  EKONOMI
Kinerja dunia bisnis Indonesia dipengaruhi oleh faktor makro yang secara lanpung
maupun tidak langsung menentukan perkembangannya. Dilihat bahwa PDB untuk
tahun 1998 mengaiami kontraksi minus 15% dan untuktahun 1999 masih menglami
pertumbuhan negatif meskipun tidak sebesar 7998. Menurut perkirakan dari APEC,
angka inflasi 199b mencapai 83o/o sedangkan untuk tahun 1998 dan 1999 Indonesia
mJngalami nflasi terburuk terkecuali Rusia (lihat Thbel 1). Nilai tukar rupiah terhadap
dolaiUS merosot ajam (80%), tingkat bung 60% p.a. dan defisit APBN sebesar 85%
dari pDB untuk kuiun waktu 1998/1999. meskipun untuk tahun 2000 telah terjadi
perrumbuhan positif (berkisar pada 5%), rnelalui dorongn konsumsi nasional dan in{lasi
iebih terkendii pada satu digii, namun diparuh pertama tahun 2001, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Ub tehh melampaui batas psikologis Rp. 10.000. Inflasi mulai menunjuklsan
kecenderungan yang meningkat yang antara lain didorong oleh "imported inJlation" -
pertgmbuhan ekonoiri dipraki-rakan sebesar3,6% untuktahun ini. IGjadian ini diperparalr
oleh faktor-faktor non-ekonomis seperti kerusuhan sosial, krisis kepemimpinan asional,
dan lain-lain.
Dunia usaha yang tadinya mulai bisa bernafas melalui restrukturisasi usaha dan
penjadualan kembali f,utang ternyata mengalami kemunduran lagi. Dampak krisis
.fonomi yang berkelanjutan yakni kebanyakan perusahaan secara teknis telah bangkrut.
Jumlah huanlg melebitii darijumhh aset sehingga modal manjadi tt.g"ttf Dafam tahun'1999 
terlihat 6ahwa 138 perusahaan dari 160 perusahaan di pasg mgdal tidak sangguP
membayar hutang-hu,".,g *.r"ka. Nilai ,"h"- tinggal 10% dari harga saham awal.
Hutang swasta luar negeri-sebesar USD 80 milyar di mana USD 34 milyarjatuh tempo
pad" tihur, 1998 perlJdinegoisasi. Pada saat ini hutang nasional mencapai angka UID
iSg -ily"r, sedangkan hutairg pemerintah telah diminta penjadtulantembali melalui
paris Ciub sejumiah 5,8 milyar. APBN 2001 mengandung defisit Rp' 52,5 triliun'
Restrukturisasi hutang melalui BPPN danJakarta Initiative belum dapat menuntaskan
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masalah keterpurukan perusahaan-perusahaan nasional termasuk perbankan. Kredit
perbankan asional sebesar Rp. 600 triliun di tahun 7999 ternyatalebih dari 50% menjadi
kredit bermasalah (non-performingloan). Pemerintah merekapitulasi perbankan sebesar
Rp. 650 triliun belum efektif untuk membangkitkan kegiatan perbankan terutama funpi
mediasinya untuk sektor riil. Daya beli riil masyarakat menurun, sehingga produksi
terganggu terkecuali produk ekspor masih dapat melanjutkan usaha, namun perusahaan
orientasi ekspor-pun mengalami kesulitan karena kesulitan meng-impor bahan baku
untuk produksi produk ekspor. Tingkat bunga rupiah yang masih relatif tinggi turut
menghambat kegiaAn ekspor. Meningkat PHK pemogokan, Pengangguran tenaga ke{a,
kelaparan, kemiskinan dan kriminalitas telah menjadi kenyataan. Peningkatan ekspor
non-migas h.arena depresiasi rupiah (khusus pertanian dan perikanan di luarJawa)
ternyataiidak mengkompensasi dampak negatif dari krisis ekonomi. Ekspor hasil industri
dalam kurun waktu 1997 - 1998 untuk 10 besar hasil industri menunjukkan Persentase
yang menurun. (lihat Thbel2).
Tabel 1.
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI RIIL DAN INFI-ASI
ANGGOTA APEC, 1997 . 2OOO
(dalam persen)
Negara
RiiI GDP / GNP
1997 1998 1999 2000
Inflasi (Indeks Harga Konsumen)
1997 1998 1999 2000
AUSTRALI,A
KANADA
CILE
CINA
HONGKONG
INDONESIA
JEPANG
KOREA SEIATAN
MALASIA
MEKSIKO
SELANDI,A BARU
PERU
FILIPINA
RUSIA
SINGAPURA
TAIWAN
TT{AII.{ND
AMERIKA SERIKAT
VIETNAM
PAPUANIUGINI
BRUNEI DARUSSALAM
Rata-rata (1994-1996)
3.3 3.8
3.8 3.0
7.1 5.0
8.8 8.0
5.2 -4.8
4.7 -14.0
0.9 -2.5
s.9 -6.4
7.8 -5.0
7.0 4.1
2.3 0.2
7.4 1.9
5.2 0.3
0.4 -6.0
7.8 1.0
6.8 5.3
-0.4 -7.0
3.8 3.4
8.8 6.7_
4.4 0.7
3.2 2.9
2.6 3.3
3.8 5.5
8.2 8.5
0.9 2.0
-2.5 2.0
1 .1  1 .8
2.0 4.7
2.0 4.0
2.9 3.37
2.2 3.7
3.8 4.5
2.5 4.4
-2.0 0.0
0.2 1.5
5.4 6.0
0.5 2.6
1.0 1.5
5.1 5.8
7.9 2.8
0.3 1.2
1 .6  1 .1
6.0 4.s
2.8 0.0
5.8 3.2
11.1 83.0
t.7 0.6
4.4 7.4
2.7 5.2
5.7 77.0
1.2 0.7
6.5 7.2
5.0 9.0
11.0 140.0
2.0 1.0
0.9 1.7
5.6 9.2
2.3 1.6
3.6 to.l
3.4 7.2
3.0 2.0
1.3 1.2
4.3 3.5
1.5 2.5
-0.8 1.2
20.0 10.0
0.0 0.5
3.0 4.0
5.0 4.5
15.3 13.2
0.4 2.8
6.2 6.0
8.5 6.5
100.0 40.0
1.0 1.3
2.8 2.9
6,1 5.0
2.3 2.4
rt.u_ to.:
s.0 3.7
Sumber : Laporan Pasfr Ekonomic Outlook, Update
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Tabel2.
10 BESAR EI$POR I{ASIL INDUSTRI MENURUT
KII\SIFIKASI LAPANGAN USAHA INDUSTRI
PERIODE JAIYUARI - APRIL t997, 1998
I(elompok
Nilai
(Dalam ribu dollarAS)
1997 1998
Peran
Perubahan terhadap
(persen) Elcspor
Industri
Telstil
Pengolahan kayu
Pengolahan emas
Perak,logam mulia
Perhiasan
Elektronika
Besi baja, mesin dan otomotif
Pulp dan kertas
Kulit, barang kulit dan sepatu
Pengolahan karet
Kimia dasar
Pengolahan kelapy'sawit
Ekspor 10 besar
Elapor total industri
Persentase Ekspor 10 besar terhadap
Ekspor total industri
Persentase Elspor 10 besar terhadap
Ekspor nonmigas
Persentase Elspor 10 besar terhadap
total Ekspor Indonesia
2,736,739
7,875,139
334,298
998,675
577,498
421,083
768,593
686,978
306,090
575,010
8,673,756
70,455,393
82.96
70.18
52.30
2,425,759
1,549,335
7,074,383
873,305
825,180
726,93I
532,457
520,4&
507,043
359,148
9,334,011
77,542,304
80.87
69.76
57.73
13.56
(17.3e)
203.44
(12.ss)
44.39
72.64
(30.70)
(24.24)
65.65
(37.s4)
7.61
10.40
21.02
203.44
8.79
t . J  I
7.15
6.30
4 .61
4 .51
4.39
3 .11
80.87
100.00
Tbrmasuk PEBT untuk produk leehutanan
Sumber : BPS, diolah Dqarternen Perindustrian dan Perdagangan
TRANSFORMASI  B ISN IS  NASIONAL
Pelaku bisnis asing perorangan atau perusahaan bereaksi untuk memanfaatkan
peluangyang timbul di Indonesia. Mereka tentu berusaha untuk bertindak secara efisien
dalam kondisi yang telah berubah dalam lingkungan operasinya. Kesempatan untuk
dapat membeli atau menguasai perusahaan di Indonesia dengan harga miring serta
timbulnya globalisasi pasar membuka kemungkinan untuk menerapkan globalisasi
produksi. Di sini dimungkinkan untuk memasok barang dan jasa dari perbagai lokasi
di dunia untuk memanfaatkan keunggulan dari perbedaan nasional dari segi biaya serta
kualitas faktor produksi (tenaga kerja, enersi, tanah). Dengan demikian pelaku bisnis
asing dapat menurunkan struktur biaya keseluruhan dan sekaligus meningkatkan kualitas
dari penawaran mereka.Jelasnya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Penurunan
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rintangan perdagangan dengan adanya misalnya AFTA mengakibatkan globalisasi pasar
dan produksi menjadi kenyataan.
Tiansformasi bisnis nasional dari yang tadinya dikuasai pelaku bisnis nasional
kearah pe laku  b isn is  as ing  men imbu lkan beberapa imp l ikas i ,  yakn i :
1. Implikasi lokasi untuk Indonesia. Dalam hal ini Indonesia dipandang sebagai lokasi
yang paling unggul untuk kegiatan produksi suatu barang atau komponen, misalnya
sepatu olah raga, komponen mobil dst.
2. Implikasi kebijaksanaan khususnya dalam menciptakan perdagangan bebas atau
mengurangi perbagai restriksi dalam rangka AFTA.
3. Implikasi untuk bisnis nasional yakni penguasaan pelaku bisnis asing dapat
menimbulkan ketergantungan pada mereka yang tidak selalu sejalan kebijaksanaan
nasional misalnya jika dikuasai perusahaan publik (air minum, transportasi kota,
penyediaan pelayanan kesehatan, dst.) atau perusahaan-perusahaan strategis lainnya.
Contoh yang paling akhir yakni pembelian perkebunan kelapa sawit oleh Guthrie
Bhd Malaysia dari Salim Group melalui BPPN yang telah menimbulkan protes dari
masyarakat.
MASALAH PENGENDALIAN . .WE' '
Masuknya pelaku bisnis asing telah menjadi kenyataan. Perbagai wahana
dipergunakan untuk masuk ke perusahaan Indonesia antara lain:
- Membeli langsung saham Indonesia karena mereka tidak amampu menambah modal.
- Debrfor-equity swap, di mana hutang pemegang saham Indonesia drbeyar dengan
saham kepada kreditor asing sehingga mereka menjadi pemegeng saham mayoritas.
- Menyrta saham dari pemegang saham Indonesia yang dipergunakan sebapijaminan
atas pinjaman.
- Membeli saham suatu perusahaan di pasar modal yengdepatdilakukan secara bebas.
- Penjualan perusahaan melalui BPPN.
- Privatisasi BUMN membuka kemungkinan partisipasi asing.
Peraturan pemerintah mengijinkan kepemilikan asing sehingga menjadi suatu
peluang bisnis bagi pelaku asing. Di samping itu Perpu No.1/1998 tentang Kepailitan
yang berlaku mulai 23 Agustus 1998 membuka kemungkinan te{adi peralihan aset dan
kepemilikan debitor nasional kepada kreditor yang kebanyakan asing. Karena bangkrut
ataupun gagal memenuhi program penundaary' penjadualan pembayaran yang disepakati
maka pelaku bisnis asing masuk Kegagalan tersebut eruama disebabkan karena perusahaan
nasional memiliki rasio "leuerage" yang tinggi sehingga lebih besar modal pinjaman
dibandingkan dengan modal sendiri. 'WE" makin terlihatjelas sewaktu di tahun 1999
+ 110 perusahaan asional dengan status PMDN berubah menjadi PMA yang berarti
pengalihan kepemilikan perusahaan kepada pihak asing.
Masuknya pihak asing menimbulkan pro dan kontra. Ada pihakyang mengataken
bahwa masuknya pihak asing menguntungkan secara nasional karena diharapkan akan
menghidupkan kembali roda perusahaan asional melalui injeksi modal sehingga bisa
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berputar lagi, namun ada pihakyang berpendapat bahwa masuknya pihak asing bakal
merugikan secara nasional karena bisa melemahkan posisi bisnis dalam negeri teruama
jika yang dikuasai adalah perusahaan strategis dan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak Disamping itu akan menimbulkan ketergantungan kita pada pihak asing. Semua
pelalar bisnis nasional maklum bahwa pihak asing dengan semangat bersaing yang tingi
selalu mengambil posisi sebagai "profit seekers". Ditinjau dari segi bisnis internasional
yang menentukan ialah biaya, manfaat serta risiko dari masuknya pelaku bisnis asing
sehinga perlu dilengkapi dengan rambu-rambu hukum yang transparan tanpa melangar
aturan main WTO dan AFTA. Sebenarnya struktur modal perusahaan asional dapat
diperbaiki tidak hanya oleh pelaku bisnis asing, jika saja pelaku bisnis nasional bersedia
mengembalikan uang yang ditaruh diluarnegeri. Dalam situasi dalam negeri pada saat
ini yang serba tidak menentu dan berisiko tinggr, maka sulit diharapkan akan terjadi
ekspektasi itu. Meskipun investor asing belum akan masuk secara besar-besaran dalam
jangkawaktu pendekteapi perlu diantisipasi dampak"WlE" untukjangkawahu menengah
dan panjang. Sedapat mungkin dihindarkan atau dikompensasi mudarat "WE" dengan
manfaatnya sehingga terhindar dari suatu "casino econonry", yakni suatu perekonomian
di  mana semua pemain bisnis ( Indonesia) akan menderi ta kekalahan.
PRINSIP DAN MEKANISME PENGENDALIAN
Pengendalian 'WE" tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi
pasar serta aturan main WTO dan AFTA ditambah lagi dengan kesepakatan IMF.
Singkatnya usaha-usaha pengendalian tidak akan menimbulkan monopoli dan oligopoli,
tidak akan menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak rasional, tidak mempersulit
perijinan sehingga menambah biaya transalsi perusahan kecil dan menengah dan koperasi,
tidak mempersulit akses perkreditan tidak memberikan hak-hak istimewa atau KKN
lainnya.
Berlandaskan pada prinsip-prinsip itu maka mekanisme pengendalian'T[E" dapat
dilakukan dari prespektif bisnis internasional (lifut Skema 1).
Mekanisme pengendalian dikembangkan secara kombinasi dari perbagai peraturan,
undang-undang maupun kontrak yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh para
pengusaha. Fokus pengendalian diarahkan padrt3 bidangydsni (1) ekuitas dan manajemen,
(2) penghasilan dan kinerja, serta (3) produksi, pemasaran, penjualan dan distribusi.
Masing-masing bidang dapat memilih wahana yang sesuai dengan jenis usaha, peranan
nasionalnya dalam pembangunan, dan kriteria lainnya. Kemungkinan pengendalian
dijelaskan dalam Skema I yangdapat diperluas secara situasional.
Li Ka-Shing, seorang pengusaha terkenal dari Hongkong pernah berkata sebagai
berikut: " If there is freedom but no order, it could lead to the tyranny of the strong and of the
rujority".Jadi'TlE" perlu diwaspadai agar dapat memanfaatkan secara optimal untuk
kemdsnuran bangsa dan negara.
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Ekuitas Dan Manajemen
Kewajiban Ekpor
Restriksi Pembayaran
Aneka Ragam Fee
Undang-undang Pajak
Prinsip Akuntansi
Dst
Tidak bergerak dalam bisnis strategis dan hajat hidup orang banyak
Local Content, technology con4nt,kehartsan mengekspor, adaptasi produk untuk
kondisi lokal, manufiktur dan perakitan lokal.
Distribusi secara nasional dipergunakan SME dan koperasi, dealership status(;i;;,y;ir"*uiiil,i^Vi'^i*kepada pesertajald disvlbusi, prodicthandling
by diferent outlets.
Y Tiansfer pricing, prin paid to local surplus, prire contrdcts'
y Localaluruntukpromosi, typeofmesage,loulproductionofcommercinls,time
ratrictions of the use of certain media.
Skemal. Mekanisme Pengendalian f'W1Erl
Joint-Venture
Partisipasi Manejemen
Indonesia
RestriksiJenis &
Jumlah Manajerfuing
IGwajiban Divestasi
Indonesianisasi Direksi
Dan Manajer Kunci
Dst
DAFTAR PUSTAKA
BpS, 10 Besar Ekspor Hasil Industri Menurut Klasifikasi Lapangan tJsaha Industri,
diolah Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Laporan pasific Ekonomic Outlooh Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Riil Dan Inflasi
Anggota APEC, 1997 - 2000
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